BAB llI
PENDAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH TENTANG PENGGUNAAN
ISTILAH SHOHIBUL MAAL DAN MUDHARIB DALAM PERJANJIAN AL
MURABAHAH DI BMT NU SEJAHTERA ,

A. Gambaran Umum BMT NU “Sejahtera”
1. Sejarah Berdirinya BMT NU “Sejahtera”

Tujuan awal didirikannya Baitul Maal Wa Tamwil aglal Berawal
dari bentuk keprihatinan dari para pendiri terhadajaktek-praktek
ekonomi ribawi, maka terutama kaum Nahdliyyin (Nd¢bagai organisasi
yang berbasis kemasyarakatan, dipandang perlu nierdi lembaga
keuangan syariah yang mampu mengembangkan ekonommat)
utamanya yang beradaldvel grass roofusaha mikro dan kecil

Cikal bakal BMT dimulai sejak tahun 2003 dimana RC&unung
Pati menghendaki adanya suatu lembaga perekongmrmnbisa menjadi
wadah bagi para nahdliyinflummat. Kemudian PCNU @gniPati
menunjuk Drs. Muhtarom .Akt untuk menjadi ketuanymtuk langkah
pertama yang dilakukan oleh beliau pada saat imlahdmembentuk
paguyuban pengusaha muslim Gunung Pati, yaitu demgelakukan
kegiatan usaha bersama berupa depo minyak tanah.

Pada tanggal 29 mei 2003 langkah kedua yang ditakiBapak
Drs Muhtarom Akt. Melalui anggotanya yaitu dengaentiirikan sebuah

koperasi dengan nama bumi sejahtera, dengan Nokter @endirian

%3 Hasil wawancara dengan Bapak Supriyono, Kabateting BMT NU Sejahtera pada
Tanggal 10 April 2012
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Koperasi Nomor: 180.80/315 PCNU.NU, dengan jumiadpgata 20 orang
dengan modal awal 15 juta. kemudian pada tahun 2@liau diminta
PWNU Jateng dengan mendirikan beberapa temanmgfa salu temannya
adalah Bapak Rochani Amin Hidayat yang tahu tengargoalan koperasi
untuk mendirikan koperasi Nugroho yang berkantosapuwdi kabupaten
Ungaran Kota Semarang.

Pada bulan Juli 2006, PCNU Semarang melakukan tande,
setelah menghasilkan beberapa pengurus PCNU kotanbemguk
lembaga-lembaga yang salah satunya adalah LPNeElaSetu PCLP NU
kemudian membentuk koperasi dengan nama koperaSdjihtera.

Tanggal 16 maret 2009 keberadaan koperasi NU Seglsidah
ditingkat provinsi dengan badan hukum Nomor: O5/FADK.
11/111/2009. Dan untuk keabsahan dan kekuatan hukaperasi tersebut
semakin diperkuat dengan dikeluarkannya suratUsiaha Simpan Pinjam
Koperasi dengan Nomor: 02/SISPK/KDK.11/1/2640.

BMT NU “Sejahtera” merupakan perusahaan pembiayaan
konsumen donsumers finance compgnyaitu badan usaha yang
melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kelyutkbnsumen
dengan sistem pembayaran angsuran secara bet&atain itu BMT juga
disebut lembaga pembiayaan yaitu kegiatan pemhbmagadam bentuk
penyediaan dana atau barang modal dengan tidakriketema secara

langsung dari masyarakat.

*Dokumentasi dari BMT NU SEJAHTERA Mangkang Semagran
*Keputusan Menteri Keuangan: 448/KMK.017/2000, Pasaiuruf g
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Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 1 ayat 6 kapah presiden
No. 61 Tahun 1988 jo. pasal 1 huruf (p) Keputusaantdri Keuangan
1251/KMK.013/1988 tentang pembiayaan konsumen. Yiaegyatakan
bahwa kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana ummgaglaan barang
berdasarkan kebutuhan konsumen dengan system parabagngsuran
atau berkala oleh konsumen. Dan pada pasal 1 ak&PPRES No. 61
tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (b) SK. MENKEU No. 1/XVK.013/1988
tentang lembaga pembiayaan yang melakukan kegiataiayaan dalam
penyedia dana atau barang modal dengan tidak rkedana secara
langsung dari masyarak&t.

BMT NU “Sejahtera” yang berkantor pusat di kota Mgiang yang
berdomisili di JL. Raya Semarang Kendal KM. 15 Mo.®angkang
Semarang, memiliki (satu) kantor pusat dan (enaamtdt cabang dan
(delapan) kantor cabang pembantu dan hal ini ak#é&lusberkembang.
Prinsip-prinsip yang diterapkan oleh BMT telah membh BMT NU
“Sejahtera” ini menuai kesuksesan, hal ini dapalihati dengan
bertambahnya nasabah dari bulan ke bulan yangikedangan produk
yang ditawarkan, maka hal ini merupakan fakta baBMd NU Sejahtera
mampu mewujudkan keinginan masyarakat dalam mesigamaslahatan

ummat.

56Sunaryo,Hukum Lembaga Pembiayaatakarta: Sinar Grafika, cet-1, 2008, him 98.
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2. Tujuan, Visi Dan Misi BMT NU Sejahtera.

Setiap lembaga keuangan atau perusahaan manaptfahpas
mempunyai tujuan serta visi dan misi. Sehingga deraglanya tujuan, visi
dan misi yang dimiliki, arah dan pengembangan degratah. Begitu pula
dengan BMT NU “Sejahtera” yang memiliki tujuan dalanenentukan
arah pengembangan BMT itu sendiri.

Adapun yang menjadi tujuan dari BMT NU “Sejahteidalah
sebagai berikut:

a. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi ummat berdasaskianip
syariah yang amanah dan berkeadilan

b. Mengembangkan ekonomi ummat dalam bentuk usahaoikcil
dan menengah dengan berpegang pada prinsip syariah

c. Meningkatkan pengetahuan ummat dalam pengelolaamankan
yang bersih, jujur, dan transparan

d. Meningkatkan semangat dan peran serta masyarakah dagiatan
BMT NU “Sejahtera®’

Sedangkan untuk visi BMT NU “Sejahtera” adalah, jaén

lembaga pemberdayaan ekonomi ummat yang mandigagefandasan
Syari'ah.
Dan untuk misi dari BMT NU “Sejahtera” adalah sediagprikut:
1) Menjadi penyelenggaraan layanan keuangan Syari&atg yprima
kepada anggota dan mitra usaha
2) Menjadi model pengelolaan keuangan ummat yangeefigfekiif,

transparan dan profesional

*’Dokumentasi dari BMT NU “Sejahtera”
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3) Mengembangkan jaring kerjasama ekonomi Syari’ah
4) Mengembangkan sistem ekonomi ummat yang berkeaddsnai
Syari'ah®®

3. Produk dan Jasa BMT NU “Sejahtera”
a. Produk Perhimpunan Dana

Ada beberapa produk ataupun layanan yang dinaléh BMT
NU “Sejahtera” dalam hal penghimpunan dana maupupaan dana,
antara lain produk simpanan dana yang dimilikiyaeu:
1) Simpanarwadi’ah
Merupakan simpanan harian dengan setoran awal apya
10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan dana dapat disstan diambil
setiap hari
2) Simpanan pendidikan
Merupakan simpanan harian khusus pelajar sekolabaae
setoran awal hanya Rp 2.000 (dua ribu rupiah) dgraddisetor dan
diambil setip harinya
3) Simpanan berjangka
Merupakan simpanan berjangka yang memiliki wakt8, B,
dan 12 bulan dengan nilai simpanan mulai dari FE®@000, 00
(satu juta rupiah). Dan tingkat bagi hasil yang gsdn
menguntungkan. Simpanan ini ditujukan bagi masysrgng ingin

berinvestasi dalam jangka waktu tertentu.

%Eibid
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4) Simpanan umroh dan haji
Ditujukan khusus bagi ummat yang ingin menunaikeaah
umroh dan haji dengan setoran awal mulai dari®P@ 000,00 (satu
juta rupiah). Dan dapat melakukan setoran setigp ha
5) Simpanan pelunasan haiji
Dikhususkan bagi calon haji untuk digunakan dalam
pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dersgdoran awal
mulai dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupi@gmpai dengan
sejumlah dana pelunasan yang besarannya ditenjsanerintah.
Selain itu calon jemaah haji akan mendapatkan paky bimbingan
ibadah haji dari KBIH-NU tanpa dikenakan biaya taitmn
6) Simpanan qurban atau hari raya
Dikhususkan bagi mitra yang hendak menunaikan ibada
gurban atau menyiapkan keperluan untuk hari raygate setoran
awal mulai dari Rp.100.000,00-(seratus ribu rupidgn setoran
ini dapat dilakukan setiap hari tanpa dibatasi,asgllan untuk
pengambilan dapat dilakukan pada saat akan meramdiadah
gurban atau menyiapkan keperluan hari raya.
7) Zakat , infaq dan shodagoh
Merupakan salah satu bentuk layanan sosial BMTNU
“Sejahtera” untuk mengelola dan menyalurkan dagauthmat.

b. Produk penyaluran dana
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Pada BMT NU “Sejahtera” terdapat dua jenis prodekyaluran
dana atau yang biasa disebut dengan pembiayaana daut:
1) Pembiayaamudharabah(bagi hasil)

Yaitu pembiayaan yang secara keseluruhan dark barupa
tambahan modal kerja bagi pengembangan usaha Bitr NU
“Sejahtera”, sedang nasabah sebagai pihak yang elmagisaha,
dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan pengnj&erta
kerugian ditanggung oleh bank selama tidak disedbabkarena
kelalaian pengelola usaha.

2) Pembiayaamurabahah

Yaitu pembiayaan yang berdasarkan pada asas jual be
dengan BMT NU “Sejahtera” bertindak sebagai penpeh mitra
usaha sebagai pembeli dengan harga jual ditentbleadasarkan
harga beli dasar ditambah mark-up sesuai dengap#ékatan antara
BMT NU “Sejahtera” dengan mitra usatia.

4. Struktur Organisasi Di BMT NU Sejahtera
Untuk memperlancar tugas suatu lembaga, maka dkzarl
struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang hadilakukan oleh
seluruh karyawan yang ada di BMT tersebut. Adapuuak&ir organisasi

yang ada di kantor BMT NU “Sejahtera” adalah sebbgekut:

Sibid



Struktur Organisasi BMT NU Sejahtera

RAT

A\ 4

Drs. Muhtarom, Akt
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Direktur Utama

T Y

Rochani Amin Hidayat

Dewan P. Syariah

Devi Indah Suryani, SE

A 4

Sekretaris Direksi

v

Drs. H. Sugiharto, MM

Direktur Operasional

|

Zaenal Abidin, S.Ag

General Manager

v

H. Idris Imron, S.Ip

Manager Umum/Persona|

a

v

A 4

v

v

Fajri NF, A.md

Kabag Audit Internal

v

!

Mansa Kurniati, A.mgd

Manajer Keuangan

M. Sakduallah || Heru Widiyanto | [ Tkhwanu Alin, Sp Bayu A.M. Igbal, SE
. Tri Susanti, A.md
Staf HRD/GA Saiful A, S.Kom Sist Kabag Audit Internal
TekniS/EDP istem abag Audit Internal
A4
Yulianto AN, S.Tp
Manager
v
v v
Giyanti, A.md Supriyono
Kabag Admin Kabag Marketing
' +
* \ 4 + * E S +
Suwarni Widayanto Slamet Riyadi * Sugiharto,SE 5 unaryo
: _ Nurochim * RestuAdiBK |© @ Staf Penagih
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5. DPS di BMT NU “Sejahtera” Mangkang Semarang
Di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang ada 3 (tigeyvan

Pengawas Syariah yaitu:

ketua : Manan Abduallah. S.H
anggota : K.H Rochani Amin Hidayat
Sugiharto.

Dewan Pengawas Syariah di BMT NU Sejahtera Mangkang
Semarang sudah ada sejak awal berdirinya BMT Nidhseja. Dan dari
awal sampai sekarang struktur anggota DPS di BNITSejahtera tidak
berubalf?

Dewan pengawas syariah (DPS) yang berkedudukanauiok
pusat mempunyai tugas utama yaitu mengawasi sé@@@atan usaha
lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan latentan prinsip
syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Dalam manjan tugasnya
para dewan pengawas syariah setiap bulannya d&enMT NU
Sejahtera Mangkang secara bergantian, namun ihjaigia masih belum
optimal, karena peran DPS disini belum sesuai dengetentuan-
ketentuan yang berlaku. Di BMT NU Sejahtera DPSamtalteorinya
mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan tentamiglsymenjalankan
pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadagukpgoooduk

perbankan agar sesuai dengan syariah islam.

%9 Hasil wawancara dengan bapak Rochani Amin Hidasaah satu anggota DPS di BMT
NU sejahtera pada tanggal 19 april 2012.
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Sedangkan untuk fungsi DPS di BMT NU Sejahtera adadebagai
berikut:

1) Untuk memandu dan mengatur tentang akad pinjamag gaa di
BMT

2) Menyusun tata kerja pengawasan dan pengelolaandessulai dengan
syariah islam

3) Melakukan pengawasan atas pengurusan bank agaai sdsugan
syariat islam

4) Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan penggambbank
agar selalu sesuai dengan ajaran syariat iSlam.

Bentuk dari Sistem pengawasan di BMT NU Sejahtesandkang
yaitu setiap bulannya DPS datang ke BMT untuk meikdpe pembinaan
tentang kesyariahan di kantor pusat BMT yang ad&otkh Mangkang
Semarang. Direktur utama, seluruh manajer dari mgasiasing cabang
dan anak cabang kantor BMT NU Sejahtera yang tarsgiseluruh jawa
tengah, dan seluruh karyawan BMT berkumpul untukdeeagarkan dan
mendapatkan pembinaan dari dewan pengawas syar@mtang
kesyariahan , kemudian DPS memeriksa produk-prgduol ada di BMT,
apakah masih sesuai dengan prinsip syariah apg #déau sesuai DPS
memberikan tanda pengesahan, akan tetapi apattilk sesuai dengan
syariah maka akan gugffr.

Di BMT NU Sejahtera DPS melakukan pengawasan tegnad

produk yang meliputi produk-produk sebagai berikut:

61
Ibid....
®?Hasil wawancara dengan Bapak KH. Rohani Amin Hitlagalah satu anggota DPS di
BMT NU Sejahtera pada tanggal 19 Juni 2012
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a) Tabungan yang meliputi:

a.

b.

C.

d.

e.

Simpanarwadi’ah
Simpanan pendidikan
Simpanan berjangka
Simpanan umroh dan haji

Simpanan qurban dan hari raya

b) Depositomudharabah

¢) Depositomudharabah

d) Pembiayaan yang meliputi pembiayaauarabahah

Namun dalam menjalankan tugasnya para dewan pesgaadah

tidak sesuai dengan teorinya, karena dalam prakéegosisi DPS tidak

begitu berperan sesuai dengan apa yang difatwdkanDewan Syariah

Nasional (DSN), hal ini terbukti dengan adanyalsakstu penyimpangan

dimana dalam praktek yang dilakukan oleh pihak BM@&lam

pembiayaanmurabahahtidak sesuai dengan fatwa, akan tetapi pihak

DPS sendiri membolehkan, hal ini jelas bahwa p&BR& dalam BMT

NU Sejahtera belum optimal.

B. Pelaksanaan Akad PembiayaaMurabahah Di BMT NU Sejahtera.

Pembiayaanmurabahah merupakan satu-satunya pembiayaan yang

ada di BMT NU Sejahtera, meskipun ada beberapa mamnbiayaan lain yang

dapat dilakukan oleh BMT NU Sejahtera, namun paeiayitaannya BMT

NU Sejahtera lebih memilih satu produk pembiayaga gakni pembiayaan

murabahah karena pemilihan jenis pembiayaaurabahahdidasarkan pada



50

kemudahan dan dapat mencakup seluruh kebutuhansmma@elain karena
alasan di atas pemilihan pembiayaamrabahahsebagai pembiayaan tunggal
di BMT NU Sejahtera dikarenakan dengan pembiayaaarabahah
keuntungan dapat dihitung atau ditentukan di ajyedj BMT akan tahu
berapa keuntungan yang akan diperoleh ketika mekabelsuatu barang
untuk anggotany&
Namun Transaksi pembiayaamurabahahyang dilakukan di BMT
NU Sejahtera lebih sering digunakan untuk pembiaygang ditujukan
kepada nasabah untuk tambahan modal kerja. Sqparibiayaan untuk
memperluaskan usaha.
Adapun proses pengajuan pembiayaamabahahsebagai berikut:
1. Pengajuan
Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan datarig@jvke NU
Sejahtera Mangkang untuk mendapatkan informasi @g@an. Namun
adakalanya dalam praktek yang dilakukan oleh BMT IS¥€jahtera
Mangkang adalah dengan menggunakan sistem jemfautlinmmana bagian
marketing dari pihak BMT NU Sejahtera Mangkang deangi calon
nasabah yang ingin mengajukan pembiayaarabahah.
Dalam proses pengajuan, BMT NU Sejahtera Mangkang
memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi olabalmh untuk
mendapatkan pembiayaan tersebut, syarat-syarabtererdiri dari:

a) Mengisi Formulir permohonan pembiayaan

5 Hasil wawancara dengan Bapak Supriyono Kabag &k di BMT NU Sejahtera
pada tanggal 11 April 2012
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b) Foto copy KTP suami atau isteri

c) Foto copy kartu keluarga

d) Foto copy jaminan (warkat BPKB disertai STNK, dédt tanah
disertai SPPT)

e) Foto copy legalitas badan usaha

f) Menjadi anggota mitra usaha

g) Membuka rekening simpanan

h) Bersedia menandatangani surat-surat terkait demgjabiayaan

Apabila telah diisi, maka formulir tersebut disdeah kepada BMT
NU sejahtera untuk kemudian ditindaklanjuti dengateksanaan survey
ke tempat tinggal pemohon.

. Persetujuan

Disini pihak BMT NU Sejahtera melakukan survaietst proses
penyurveiyan kemudian pihak BMT berhak menentukapakah
pengajuan pembiayaan itu diterima atau ditolak.

Jika permohonan diterima melalui surat keputusamiteo
pembiayaan, maka selanjutnya BMT NU Sejahtera, Mang
memberikan informasi bahwa permohonan disetujui.n Dantuk
selanjutnya dijadwalkan untuk akad (pengikatan)

Sebagaimana BMT pada umumnya, sebelum nasabah ukafak
akad pembiayaan, nasabah harus membuka rekeningggib dengan
membayar biaya-biaya yang telah ditetapkan oleh BHperti biaya

menjadi anggota di BMT "NU “ SEJAHTERA” Mangkanggi@arang.
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Sedangkan untuk BMT "NU SEJAHTERA” Mangkang, Semara
dalam pra akad ini mempersiapkan hal-hal yang iteakad seperti:
a. Pembukaan fasilitas nasabah
b. Pemeliharaan jaminan
c. Berkas-berkas untuk akad
3. Proses Penandatanganan Akad.

Setelah kedua belah pihak memenuhi kewajiban masasing,
kemudian dilanjutkan dengan perikatan (akad) atenapdatanganan
akad. Dalam akad tersebut telah diatur ketentutéemkean yang
berkaitan dengan kontrak perjanjian pembiayaanrabahah yang
tertuang dalam 13 pasal. Pada halaman pertamaakiadi pembiayaan
murabahahmenerangkan tentang pihak-pihak yang terlibatadantrak
murabahah Pihak pertama disebut sebagdiohibull maaldan pihak
kedua disebut sebagaudharib.

4. Pencairan biaya dan pengadaan barang

Setelah proses penandatanganan akad selesai malsas pr
selanjutnya pihak BMT dan pemohon akan membuat pedsdan
mengenai proses pengadaan barang dan pencairanDdda@ proses ini
ada dua cara yang dipraktekkan BMT NU Sejahteranddlal pengadaan
barang.

Pertama, pengadaan barang dilakukan oleh pihak hpEmo
Dalam hal ini pada saat pencairan, pemohon tida&n akenerima

pencairan dalam, bentuk barang melainkan dalamuken&ng tunai.
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Pembelian barang yang dilakukan oleh pemohon, pitBWT
menggunakan media tambahan akaakalah (perwakilan). pada
perjanjian murabahah pasal 9 telah dijelaskan bahwa pihak yang
mengajukan pembiayaamqdharil) telah diberikan kuasa oleh pihak
pertama shohibul maaluntuk mempergunakan uang hasil pencairan
pembiayaamurabahah

Kedua, pengadaan barang yang dilakukan oleh BMT NU
Sejahtera. Dalam bentuk model yang kedua ini BMT S&jahtera yang
akan menyediakan barang yang diinginkan oleh pem&ho

5. Untuk selanjutnya yaitu proses pembayaran.

Dalam proses pembayaran di BMT NU Sejahtera dafzdtuttan
dalam dua bentuk, yakni tunai maupun tangguh. Badua bentuk
pembayaran tersebut, hanya jenis pembayaran tangg selama ini

dilakukan oleh para nasabah.

C. Pendapat DPS Tentang Penggunaan IstilaBhohibul Maal Dan Mudharib
Dalam Perjanjian Al Murabahah Di BMT NU Sejahtera
Salah satu persyaratan yang membedakan antara dyamniah dan
bank konvensional adalah keharusan adanya Dewaga®as Syariah (DPS).
Lembaga DPS bertugas mengawasi segala aktifitals $ysmriah agar sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu DPS bertanggawab atas produk dan
jasa yang ditawarkan bank syariah kepada masyadakatentu saja kepada

bank syariah itu sendiri agar dikelola sesuai derggansip syariah.

5 bid....
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DPS adalah badan hukum yang dibentuk untuk melakidlagsi
pengawasan syariah sehingga BMT bisa bekerja kmtdas pedoman yang
ditetapkan oleh MUI. Berdasarkan hasil wawancaragde perwakilan DPS
yang ada di BMT NU Sejahtera diperoleh informabieggi berikut:

Menurut salah satu anggota DPS di BMT NU Sejahtesawa
penggunaan istilah-istilalshohibul maal dan mudharib dalam perjanjian
murabahah,penyebutarshohibul maalsebagai pihak penyedia pembiayaan
disesuaikan dengan arti kata istilah tersebut yshithib atmaal yang secara
umum dimaknai sebagai orang yang memiliki hak pletagn atas harta,
sedangkan penyebutamudharib berasal dari akar katalharaba yang
memiliki arti memukul, menggerakkan, menentukan demncetak. Apabila
disandarkan pada pemaknadharabg maka penyebutan istilamudharib
tidak hanya terbatas pada pemaknaan pihak yangeiwdadarta benda orang
lain. Jadi penggunaan istilah-istilah tersebut bu@rarti BMT NU Sejahtera
menggunakan pembiayaan secaradharabah karena menurut bapak DPS
penyebutan istilahshohibull maal dalam perjanjianmurabahah diartikan
orang yang mempunyai dana yakni BMT NU Sejahterada8Sgkan
penyebutan istilammudharib dalam pembiayaamurabahahdapat diartikan
orang yang mengelola yakni anggota. Jadi pengemtiadharib disini akan
dibelikan barang yang nantinya barang tersebutn@ikan untuk dikelola atau

dikembangkafi®

% Hasil Wawancara dengan Bapak Rochani Amin Hidagéth satu anggota DPS di BMT
nu sejahtera pada tanggal 19 juni 2012
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Selain itu bapak DPS juga mengatakan bahwa penggursiilah
shohibull maaldanmudharibtidaklah menghilangkan esensi akadrabahah
itu sendiri., karena menurut bapak DPS dalam korlsdum Islam yang
menjadi pegangan atau yang dipakai dalam sebuadakai yaitu maksud dan
maknanya, bukalafadzdan bentuknya.

DPS juga menambahkan kenapa BMT tidak menggunakan
pembiayaanmudharabah karena ketika BMT NU Sejahtera memberikan
pembiayaan secarmudharabah,yang bagi hasilnya dihitung dibelakang,
maka para anggota tidak akan memberikan informesg yransparan kepada
BMT tentang keuntungan yang mereka peroleh.

Namun berbeda dengan ketika BMT menggunakan peaduiagecara
murabahahyang keuntungan dapat ditentukan dan dihitungaligadi BMT
disini akan mengetahui berapa keuntungan yang 8hdih peroleh ketika
membelikan suatu barang untuk anggotafiya.

Bapak Supriyono selaku Kabag Marketing, juga mesjan bahwa
tentang penggunaan pembiayaanrabahahyang digunakan untuk modal
usaha disini adalah BMT NU Sejahtera membelikaratgibarang yang
digunakan untuk usaha anggotanya, jadi BMT NU Sejahmembantu para
anggotanya untuk memperoleh barang-barang guna erempar usaha yang
dikelola oleh anggotany#.

DPS juga mengatakan bahwa penggunaan istilattharibdalam akad

perjanjianmurabahahtidaklah disamakan secara menyeluruh dalam konsep

% ibid....
%7 Hasil wawancara dengan bapak supriyono kabag tiagkdi bmt nu sejahtera pada
tanggal 20 juli 2012



56

mudharabah Penggunaan istilamudharib bagi pihak yang melakukan
pengajuan pembiayaan lebih disandarkan pada beetugairan pembiayaan
murabahahdalam bentuk uang tunai. Dalam surat perjanjiamabahahpasal
9 telah dijelaskan bahwa pihak yang mengajukan pgraan (udhari
telah diberikan kuasa oleh pihak pertamahohibul magl untuk
mempergunakan uang hasil pencairan pembiagaaabahahuntuk membeli
barang yang dibutuhkan sesuai dengan perjanjian.

Dari uraian di atas dapat ditegaskan lagi bahwaune®PS yang ada
di BMT NU Sejahtera tersebut penggunaan istiktiohibul maal dan
mudharib dibolehkan, hal ini dilakukan karena menurut hel@enggunaan
istilah tersebut tidak menghilangkan esensi akagabahah karena dalam
konsep hukum Islam yang dijadikan pedoman bukala#tz dan bentuknya
melainkan dari maksud dan maknanya.
. Dasar Hukum Yang Digunakan Dewan Pengawas Syariah athm
Menghukumi Penggunaan Istilah Shohibul Maal Dan Mudharib dalam
Perjanjian Al Murabahah

Bapak Rochani Amin Hidayat salah satu anggota DPBMIT NU
“Sejahtera” dalam memberikan dasar hukum penggunstdah shohibul
maal dan mudharib pertama-tama ia mencari sumbernya dalam al-Qur'an.
Jika dalam al-Quran tidak ditemukatemudian beliau mencarinya di dalam
hadist. Sebab menurut bapak Rochani keduanya edeanpsumber utama

dalambermuamalah.
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Menurut bapak Rochani, al-Qur'an sendiri tidak pérnsecara
langsung membicarakan tentamgurabahah meski disana ada sejumlah
acuan tentang jual beli, laba, rugi, ,perdagandan,larangan riba.

Demikian pula tampaknya tidak ada hadist yang dapgdikan
rujukan langsung tentang keabsahamrabahah karena menurut DPS
sebagaimana Al-Qur'an, Hadist pun juga merupakajukam dalam
bermu’amalah.

Selanjutnya, DPS dalam menghukumi dibolehkannyagg&maan
istilah shohibull maaldan mudharib adalah merujuk pada sebuah kaidah
yang berbunyi:

LWy BLOULY lally dolialls ssiall (3 35l
Artinya: “ yang dianggap (dinilai) atau dipakaalam sebuah transaksi
adalah maksud dan maknannya, bukan dari lafadz dan
bentuknya”.

Selain kaidah di atas DPS juga mengatakan bahwaasegsuatu itu
tergantung dari niatnya. Menurut DPS sesuai den@aaiah di atas maka
yang dijadikan pedoman adalah subtansinya, yakensesdari transaksi
murabahah sekalipun dalam perjanjiamurabahah ini tertulis istilah
shohibul maaldan mudharib akan tetapi konsekuensinya tetap dihukumi
murabahah karena pada hakekatnya bahwa yang menjadi pegasmiga
yang dipakai dalam sebuah transaksi adalah maksudndknanya, bukanlah
lafadz dan bentuknya. Karena tidak adanya rujukaiiR dalam Al-Qur'an

maupun Hadist shahih yang diterima, maka hal inissh saja dilakukan.
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Dari paparan di atas dapat ditegaskan lagi bahw& DRlam
menghukumi penggunaan istilahohibulmaal danmudahribbeliau merujuk
pada suatu kaidah yang menyatakan bahwa yang dipreggu yang dipakai
dalam sebuah transaksi adalah maksud dan maknauakgalah lafadz dan

bentuknya.



